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Kerangka Acuan Kegiatan 
Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Desa Peduli Mangrove 

Desa Saliki, 6 Desember 2021 
 

LATAR BELAKANG 
Kegiatan Penguatan Pranata Hukum Desa, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 

memperkuat upaya rehabilitasi mangrove. Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa telah 
dilakukan,  sebagai tahapan lanjutan dalam penyusunan produk hukum desa peduli mangrove, 
adalah “Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Desa Peduli Mangrove.” 

Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Desa Peduli Mangrove, berdasarkan pada 
ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. 

Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Desa Peduli Mangrove dilakukan oleh  Badan 
Perwakilan Desa (BPD), Pemerintah Desa, serta melibatkan partisipatif masyarakat. Penyusunan 
dan Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode ROCCIPI, serta dengan alat bantu 
“kanvas desain” penyusunan Produk Hukum.  
 

TUJUAN 
 Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Desa ini dilaksanakan dengan tujuan 
sebagai berikut: 

1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove secara partisipatif dan 
memenuhi syarat formil dan materiil. 

2. Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove secara partisipatif 
 

LUARAN (OUT PUT) KEGIATAN 
Hasil luaran atau ouput yang ingin dicapai setelah peserta mengikuti pelatihan 

penyusunan produk hukum desa adalah: 
1. Adanya Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove secara partisipatif dan memenuhi 

syarat formil dan materiil. 
2. Adanya Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove secara partisipatif 

 
BENTUK KEGIATAN 

 Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Desa Peduli Mangrove, dilakukan 
dalam dua tahapan kegiatan, yaitu  tahap 1 : Penyusunan Rancangan Perdes, dan tahap 2 : 
Pembahasan Rancangan Perdes. 
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WAKTU PELAKSANAAN 
Penyusunan dan Pembahasan Desa akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Senin/ 6 Desember 2021 
Waktu    : 09.00 - 16.00 Wita 
Tempat : Balai Pertemuan Desa Saliki 

 
PESERTA  

  
Peserta dalam kegiatan terdiri dari: 

 
MATERI 

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove 
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove 

 
Fasilitator 

 
Fasilitator  dalam pelatihan penyusunan produk Hukum Desa adalah Tim Kedaireka Unmul  
 
 
 
 

 

No Lembaga/Perorangan Keterangan 
1 Kepala Desa Saliki 1 Orang 
2 Sekretaris Desa Saliki 1 Orang 
3 Ketua dan Anggota  BPD  9 Orang 
4 Kaur Pemerintahan Desa Saliki 1 Orang 
5 Ketua BUMDES 1 Orang 
6 Nelayan Tangkap 2 Orang 
7 Kelompok Pembudidayaan Ikan (Tambak) 2 Orang 
8 Perempuan anggota/istri kelompok nelayan 

tangkap 
1 Orang 

9 Tokoh Pemuda 1 Orang 
10 Perempuan Petambak/Isteri Petambak  1 Orang 
11 Ketua Kelompok Tani Hutan 1 Orang 
12 Tokoh/Pelaku UMKM 1 Orang 
13 Tim Lapangan (Mahasiswa) 4 Orang 
14 Fasilitator 4 Orang 

 Jumlah 30 Orang 
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SUSUNAN ACARA 
 

No Waktu Kegiatan Penanggung Jawab Keterangan 

1 08.30 - 09.00 Registrasi  Panitia  
2 09.00 - 10.15 Pembukaan Penyusunan dan 

Pembahasan Perdes Peduli 
Mangrove 

Ketua BPD Saliki 
Kades Saliki 
Fasilitator 

 

3 10.15 -12.00 Penyusunan Perdes Peduli 
Mangrove 

Fasilitator  

4 12.00 - 13.00 ISHOMA  Seluruh Peserta 
5 13.00 - 15.00 Pembahasan  Perdes Peduli 

Mangrove 
Fasilitator  

6 15.00 - 15.30  Rencana Tindak Lanjut Fasilitator  

7 15.30 - 16.00 Penutupan  Tim Kedaireka 
Unmul 

 

 
PELAKSANA KEGIATAN DAN NARAHUBUNG 

 Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim kedaireka universitas mulawarman. Untuk kelancaran 
acara, peserta dapat menghubungi: 
Penanggung Jawab:  
Dr. Haris Retno Susmiyati., SH., MH (0812-9755-5572) 
 
Kontak Panitia: 
Wiwik Harjanti, SH.LLM  : 085551155753 
Badarudin   : 082350665295 
 

PENUTUP 
 Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Ini disusun agar menjadi panduan dalam 
pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum desa. 


